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A. Pendahuluan x

Gagasan akan pedunya Indonesia
segeramemilikiUndang-Undang(UU)And
Monopoli atau UU And Trust telah lama
dipeibincangkan beibagai kalangan balk
kalanganekpnom maupun hukum, dan
diharapkan pemerintah segera merealisir
gagasan tersebut: Akan tetapi, hingga kinl
harapantersebutbelummenjadikenyataaa

Desakan perlunya Indonesia
memiliki UU And Monopoli kembali
muncul sehubungan dengan terjadi
pennasalahanproduksi dandistribusi semen
yang melanda Indonesia dalam beberapa
tahun terakhir. Permasalahan semen telah

menjadi salah satu permasalahan naslonal.
Padatahun 1994 teijadikelangka^ semen
di pasar dan diiringi membumbungnya
harga yang melampaui Harga Patokan
Setempat (HPS) yang ditetapkan
pemerintah. Pada saat itu pula pihak
produsen menuntutkenaikan HPS sebesar
20%. Pada bulan April 1995, konsumen
semen atau masyarakat pada umumnya
kembali "dikejutkan" dengan
dikeluarkannya kenaikan HPS semen
sebesar 40%.

Terjadinya kenaikan HPS semen ini
oleh banyak kalangan dinilai sangat

menguntungkan pihak produsen dan
merugikan konsumen. Keruwetan yang
berkaitan dengan permasalahan semen
dewasa ini oleh bany^pakardinilai karena
adanya konsentrasi kekuatan ekonomi,
khususnya oligopoli dan kartel dalam
industri semen.

Meningkatnya permasalahan
konsentrasi kekuatan ekonomi tersebut
tidak dapat dilepaskan dengan
berkembangnya konglomerat atau grup
bisnis, terutama pada tahun 1980-an, yang
menjadikan beberapa perusahaan swasta
bagaiperusahaan"gurita"beikembahgbaik
secara nasional maupun intemasional.

Di lain pihak, Indonesia hingga kini
belum mempunyaiperangkat hukum yang
dapat mengendalikanperilakuperusahaan-
perusahaan besar yang melakukan
konsentrasi kekuatan ekonomi. Perangkat
hukum tersebut adalah Undang-Undang
(UU) Anti Monopoli atau UU Anti Trust
atau UU Anti Trust. Negara yang
mengagungkan liberalisme saja seperti
Amerika Serikat dan Jepangtelahmemiliki
UU Anti Monopc^i. Bahkan,untuk negara-
negara ASEAN hanya Indonesia dan Bru
nei saja yang belum memiliki UU Anti
Monopoli.
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B. Konsentrasi Kekuatan Ekonomi

Konglomerat Indonesia.
Konsentrasi atau pemusatan

kekuatan ekonomi merupakan penguasan
yang nyata dari pasar oleh satu atau lebih
perusahaan yang mempunyai pengaruh
terhadap penguasaan barang atau jasa.^
Konsentrasi tersebut dapat berbentuk
monopoli atau oligopoli. Pemusatan
kekuatan ekonomi tersebut dapat teijadi
karena adanya konsentrasi perusahaan
misalnya melalui meijer atau akusisi, dan
kartel.

Kartel sendiri merupakan suatu
"persekutuan" dari beberapa perusahaan
sejenis yang mengadakan suatu peijanjian
yang dimaksudkan untuk membatasi
persaingan dengan jalan membatasi
produksi,membagi wilayahpenjualan, dan
Iain-lain.^

Menurut Black's Law Dictionary,
konglomerat merupakan suatu korporasi
yang dalam kegiatannya telah melakukan
diversifikasi, dan menguasai beberapa
perusahaan dalam bidang industri secara
luas.' Christianto Wibisono mendifmisikan

konglomerat sebagai suatu bentuk usaha
yang merupakan penggabungan atau
pengelompokan dua atau lebih perusahaan
yang bergerak dalam berbagai kegiatan,
bisa secara vertikal maupun horizontal."*

Secara ekonomi, perusahaan yang
tergabung dalam group bisnis tersebut
merupakan satu kesatuan baik dalam
manajemen maupun pemiltkan,
perusahaan-perusahaan itu dipimpin suatu
perusahaan induk (parent company). Man-
tetapi, secara hukum perusahaan-
perusahaan tersebut baik ihduk perusahaan
maupun anak perusahaan masing-masing
merupakan perusahaan yang mandiri.

Dengan demikian konglomerat atau
group bisnis atau terkadang disebut juga
sebagai concemmerupakansuatu gabungan
atau kumpulan perusahaan yang secara
hukum mandiri, sedemikian rupa eratnya,
hingga membentuk satu kesatuan ekonomi
baik dari segi manajemen maupun
pemilikan, di bawah pimpinan perusahaan
induk sebagai sentral.

Jadi, sebenamyaistilah konglomerat
itu netral, yaltu yang menggambarkan
adanya kumpulan perusahaan yang secara
hukum mandiri membentuk satu kesatuan

secara ekonomi.

Denganmelaksanakandiversifikasi,
setiapperusahaan yang beradadalam group
dapat menikmati dan memanfaatkan ex
ternal economies^ karena terbukanya
peluang meningkatkan efisiensi dan
produktivitas, pada gilirannya akan
mendatangkan laba yang memuaskan.
Dengan melakukan diversifikasi usaha dan
ditunjang dengan skala usaha yang relatif
besar,dapat meningkatkan profesionalisme
dan mempercepat penguasaan dan alih
teknologi.^

Bilamana konglomerat itu sudah
menjadi demikian besar dapat berperilaku

1).KwikKianGie, AnalisisEkonomiPolitik
Indonesia, GramediaPustakaUtama-SekolahTinggi
nmu Ekonomi IBU, Jakarta, 1994, him. 227.

2). Lihat Henry Campbell,Black'sLaw
Dictionary, 5 th ed. West Publishing Co., St. Paul,
Minn, 1979, him 195. Lihat juga R.T. Sutantya R.
Hadikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok
Hukum Perusahaan, Rajawali Press, Jakarta, 1991,
him. 81.

3). Henry Campbell Black, op.cit., him. 273.
4). Marcel Go, Manajemen Group Bisnis,

Rineka Cipta, Jakarta 1992, him. 5
5). Id., hlm.lO.
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seperti perus^aan "gurita" yang. dapat
meraih apapun yang diingininya.®

Dalamintegrasivertikal,perusahaan
yang tergabung dalam grup bisnis terkait
dalam satumatarantai proses produksi dari
hulu sampai ke hilir, mulai dari akses

perolehanbahanmentah,pengolahanbahan .
setengah jadi dan barang jadi, serta
pemasarannya dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan yang tergabung dalam grup.
Adanya integrasi horizontal ini.ditujukan
untuk membatasi kemampuan pesaing.

Selainitu,untukmengurangijumlah
pesaing, grup juga melakukan integrasi
horizontal, artinya perusahaan yang
tergabung dalam grup melakukan kegiatan
bisnis yang sangat beragam, mulai dari
bisnis property, asuransi, perkebunan,
angkutan, perbankan, dan Iain-lain.

Adanya integrasi tersebut di atas
dapat melemahkan mekanisme pasar dan
menjuruspada praktekmonopoli. Adanya
monopoli danpenguasaanpasaryangbegitu
luas mengakibatkan perusahaan lain tidak
dapat bergerak secara wajar dan bebas,
Gerak perusahaan lain selalu dibayangi
perusahaan gurita tadi.

Sentrdisasi pengambilankeputusan
dalam group bisnis dapat pula berdampak
negatif, bahkan destruktif, karena seperti
ada peluang yang besar untuk membentuk
semacam trust dan kartel.''

Demikian juga dengan timbulnya
praktek reciprocity, yakni penciptaan
kondisi yang memungkinkan kesepakatan
sejumlahperusahaanyangtergabungdalam
suatu group atau konglomerat, untuk saling
membeli barang dan Jasa masing-masing
perusahaan tanpa mempertimbangkan
keadaan pasar, sehingga membatasi atau
bahkanmeniadakanmekanisme akses pasar
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bagi pesaing. Apabila kondisi ini makin
berkembang, maka dapat menimbulkan
ketimpangan ekonomi, terutama
terdesaknya perusahaan kecil dan
menengah.

C; Kasus Semen

Sudahmenjadi rahasiaumum, meski
potensi alam Indonesia cukup besar,
produsen semen masih dapat dihitung
denganjari. KeadaaninilahyangolehKwik
Kian Gie dinilai sebagai cikal bakal
subumya praktik oligopoli.®

SemenIndonesia saatini diproduksi
oleh 9 (sembilan) pabrik. 5 (lima) pabrik
dimiliki Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), yaitu PT Semen Kupang, PT
Semen Baturaja, PT Semen Tonasa, PT
Semen Gresik, dan PT Semen Padang
menguasai pasar sekitar38,2%. Sementara
itu pabrik semen milik swasta, yaitu PT
Indocement Tunggal Prakarsa, PT Semen
Nusantara, PT Semen Cibinong, dan PT
Semen Andalas menguasai pasar sekitar
61,8%.^ Khusus PT Indocement Tunggal
Prakarsa menguasai hampir 45% pangsa
pasar domestik."

Memang pemerintah telah
memberikan izinuntukmendirikan pabrik-
pabrik semen baru, tetapi menurut Rizal
Ramli ijin-ijin tersebut masih dikuasai

6). Ismail Saleh, "Peranan Konglomerasi
dalam rangka Pembangunan Nasional," Makalah
T^adiDiskusiPanalAspekHukumKonglo/neraidalam
Sistem Ekonomi Nasidnal, Universitas
Tanimanegara, Jakarta, 20 Pebruari 1990.

7). MarcelGo, op.cU., him. II.
8). H'ar/aE/^/romi.Edisi: No.21 THVII/I7

Oktober 1994, him 25
9). Id., him 22
10). Id., hhn 25



"paguyuban" produsen lama. Sehingga,
walaupun ada penambahan kapasitas
produksi semen dalam negeri, besar
kemungkinanstnikturpasaroligopolistidak
akan bcrubah."

Selain dituding telah melakukan
praktik oligopoli, para produsen yang
tergabung dalam Asosiasi Semen Indone
sia (ASI) mereka juga dituding melakukan
praktek kartel. Hal ini terlihat dari adanya
rayonisasi pemasaran. Misalnya dari 27
propinsi,SemenIndocementberedardi 20
propinsi melalui distributor utamanyaPT
SemenTigaRodaPrasetya. Semen Padang
beredar di 10 Propinsi, dan Semen Gresik
beredar di 3 propinsi.

Pennasalahan tersebut makin ruwet

denganmekanisme pemas^an yang teijadi
sekarang ini. Sebelum konsumen dapat
menerima semen di pengecer, produsen
terlebih dahulu meiiyaluikannya kepada
Distributor, dilanjutkan kepada Sub Dis
tributor, baru kemudian ke pengecer.
Khusus bagi perusahaan yang memerlukan
semendalam jumlah yang banyak, biasanya
anak perusahaan (anggota group) dapat
langsung membelinya kepada produsen.
Di dalam praktek Distributor biasanya
merupakan anak perusahaan pabrik semen.

D.Tujuan PengaturanUUAntiMonopoli
Dengan melemahnya persaingan

dalam mekanisme pasar, konsumen
dihadapkan pada ketiadaan pilihan.
Konsumen sebagai pemakai terakhir
terkadang hams membayamya dengan
harga mahal yang tidak terbentpk dari-
mekanisme penawaran. Dalam keadaan
demikian kepentingan konsumen sering
terabaikah.

Untuk mencegah atau setidaknya

mengurangidistorsipasarakibatperusahaan
besar menekan yang kecil dan lemah;
praktik perdagangan monopoli, kewajaran
dan kepastian dalam. dunia usaha, maka -<
perlu kiranya Indonesia segera memiliki
UU Anti Monopoli.

Pengaturan Hukum Anti Monopoli
atau AntiTmstditujukanuntukmendorong
adanya persaingan bisnis dan melar^g
adanya kekuatan monopoli.^^ Monopoli
adalah suatu keadaan pasar yang hanya
terdapat satu badan atau kelompok yang
memproduksi dan menjual suatu produk.
Sedangkan kekuatan monopoli (monopoli
power) adalah kekuatan yang dapat
meniadakan pesaing-pesaingnya (com
petitor) di pasar, atau membuat
persekongkolanharga(fixingprices)secara
arbiter.

Dengan Hukum Anti Monopoli
tersebut diharapkan dapat mendorong
adanya kebebasan dan persaingan yang
sehat (fair) untuk menjamin perdagangan
yang sehat (fair trade)}^ Dengan adanya
persaingan sehat dan ketat diharapkan
pertumbuhanmonopoliatauoligopolidapat
direm.^^ Tujuan akhir pengaturan hukum
anti monopoli adalah untuk kepentingan

11). Repablika,Edisi: 15 April 1995.
12).Lihat Gaira, Edisi: 15 April 1995
13). Ralp C. Hoeber, et. al, ConJemporary

Business Lew, 3 rd ed. MacGraw-Hill Book Com
pany, 1986, him 1120.

14). Hiroshi Oda dan R. Geoffrey Grice,
Japanese banking, Securities, and Anii-Monopoli
Law, Butterworths, 1988, him 114.

15).FrankTairaSupit, "Hukum antiTrustdi
AmerikaSerikat,Makalahp^aDiskusiPaneMs'p&/:
Hukum, Konglomeral dalam Sistem Ekonomi Indo-
nef/<3,Universita$Tanimanegara,Jakarta,20Pebruari
1990, him 2.
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konsumen. Adanyapersainganyangsehat
lebih memberi kepastian bagi konsumen.^®

E. UU Anti Trust Di Amerika Serikat

Oleh karena Indonesia belum

meihiliki UUtersebut,makaIndonesiaperIu
"belajar" darinegara-negarayangtelahlama.
memilikiperangkathukumAntiMonopoU
sepeiti AmerikaSerikat atauJepang.

Di AmerikaSerikatketentuanhukum
Anti Trust diaturdalam: (1). The Sherman
Act; (2). The Clayton Act, yang kemudian
diamandemen dengan Robinson-Patman
Act; dan (3). The Federal Trade Commis
sion Act

The Sherman Act yang disahkan
CongressAmerikaSerikatpadatahun 1890
mengatur dua ketentuan dasar yang
berkaitan dengan perilaku bisnis illegal,
ymXMrestraintoftrade (sec.1),danmonopoli
(sec.2).

Sec.l menentukan: Every contract,
combination in theform of trust or other
wise, or conspiracy, in restraint oftrade of
commerce among several states, or with
foreign nations is declared to be illegal.
Pasal ini menentukan, bahwa restraint of
trade, yang melanggar hukum itu teijadi
bilamana dua orang (atau perusahaan) atau
lebih mengadakan persetujuan untuk
membatasi persaingan, atau gabungan dari
suatu trust yang membatasi perdagangan."
Sec.2.menentukan:Everyperson whoshall
monopolize, or combine or conspire with
other person to monopolize any part of
tradeorcommerceamong theseveralstates.
or with foreign nations shall be deemed
guilty of a pelony. Ketentuan pasal 2 ini
ditujukan untuk mencegah adanya bentuk
kekuatan monopoli. Pasal 2 ini bisa
dikaitkan dengan tindakan seseorangsaja.
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Kata-kataatauistilah "kunci" dalam

kedua pasal tersebut di atas : restraints of
trade, combination, dan monopolize tidak
ditemukan difinisnya dalam UU ini.
Pengadilanlah yang berkewajiban
mengembangkan arti hukum istilah-istilah
.sec^ kasus per kasus.^®

Pengadilanberdasaikankasus-kasus
yangada,menyimpulkan beberapa tindakan
yang dianggap bertentangan dengan pasal
1 The Sherman Act tersebut, diantaranya
adalah

(1). Price Fixing,dapatdilakukandengan
bentuk pemjanjian secara langsung
antara pesaing mengenai-harga pada
saat mereka akan menjual atau
membeli suatu produk atau jasa
tertentu. Price fixing ini bisa hori
zontal, bisa juga vertikal atau resale
price maintenance;

(2). Division of Market yaitu peijanjian
diantaraperusahaan-perusahaanyang
berkompetisi untuk membagi-bagi
pasar yang ada dengan saling

16). A. Zein Umar Purba, "Pokok-pokok
Pikiran mengenai Pengaturan Persaingan Sehat di
DuniaUsaha,"MakalahpadaDisku$iPane/7er6a/af
Rapai Kerja Departemen Perdagangan Jakarta, 9
September 1994, him 9 /

17). Metzger, et. al.. Business Law and
Regulatory Environment, Concepts and Cases, 6 th
ed, Irwin, Homewood, hlinois, 1996, him 1136.

18). Mengenai pengertian, bentuk-bentuk
dan kasusyangberkaitandenganrestraints oftrade
secara rinci diuraikan Roger E.Meiners, et.i.. The
Lega/£nvironmen/Westpublishing Co.,
St PaulMinn, 1988. him404 et. seq.

19). John D. Donnel, eLal., Lawfor Busi
ness, Irwin, Homewood, Illinois, 1983, him 763 et.
seq..Lihal juga Daniel V. Davidson, et.al.,
Comprehensisive Business Law : Principles and
Cases, Kent Publishing Company, Boston,
Massachusets, 1987, him 1042.



memberikan atau menyerahkan ex
clusive territories masing masing;

(3). Group Boycotts and Concerted Re
fusals to Deal; yaitu satu perusahaan
secara melawan hukum tidak mau

melakukan transaksi dengan
perusahaan tertentu, atau hanya
mengadakan transaksi dengan
perusahaan tertentu.

Sedangkan penilaian ada tidaknya
suatu monopoli, dalam praktik bergantung
padadiiaunsur, yaitu: pasarproduk (produk
market)danjangkauanpasar (geographical
market)

The Qayton Act yang disahkanpada
tahun 1914dimaksudkansebagaisuplemen
The Shennan Act. The Clayton Act ini
dibuat untuk mencegah empat bentuk
pr^ik bisnis anti persaingan (anticom
petitive business practices); yaitu:

(Sec 1) Price Discrimination, yaitu
penjualan barang dengan harga yang
berlainan kepada pembeli yang berposisi
sama;

(Sec 2) Excluvise Deling ang Tying
Contract, tying contract teijadi bilamana
seorang penjual menolak untuk menjual
suatu produk kepada seorang pembeli,
kecuali juga membeli produk-produk lain
penjual tersebut. Dengan Exclusive Deal
ing pembeli dilarangmengadakan transaksi
dengan pesaing penjual;

(Sec 7) Anticompetitive corporate
Merger, yaitu absorsi perusahaan pesaing.
Merger di sini bisa meliputi horizontal
merger maupun vertical merger;

(Sec 8) Interloking Directoraes,
menempatkan seorang direktur duduk di
beberapa perusah^yang saling bersaing.
MenunitThe GaytonAct, tindakantersebut
di atas dapatdikategorikanmelawanhukum,

jika tindakan tersebutsangat mempenganihi
persaingan atau menimbulkan
kecenderungan monopoli:

Pada tahun 1930-an Congress
Amerika Serikat mulai memperhatikan
tuntutan mengenai adanya jaringan toko-
toko besaryang menggunakan kekuatannya
untuk memaksa perusahaan manufaktur
menjual produk tertentu kepada mereka
dengan harga yang lebih rendah dibanding
dengan harga yang diberikan kepada
perusahaan yang lebih kecil yang menjadi
pesaing mereka. Mereka juga sering
memintapembayaraan dan pelayananyang
tidak mampu dilakukan pesaing mereka
yang lebih kecil. Secara teoritis, pembeli
yang mempunyai kemampuan membeli
lebih rendah dari pesaing-pesaingnya
mempunyai keuntungan kompetitif, karena
mereka dapat menjual dengan harga yang
lebih rendah. Bentuk ini merupakan
diskriminasi harga yang disebut sebagai
second line price discrimination.

Untukmengatasi keadaan demikian,
akhimya pada tahiin 1936, Congress
mengesahkan the Robinson-Patman act,
yang isinya mengamenden section 2 the
GaytonAct yang beikai tandengan bentuk-
bentuk diskriminasi harga tersebut

Sec.. 2(a) the Gayton Act yang telah
diamandemen itu melarang diskriminasi
harga diantara pembeli komoditas-
komoditasyang tingkatan dan kualitas yang
mengakibatdiskriminasi harga yangsecara
subtansial dapat mengurangi persaingan
atau cenderung menciptakan suatu
monopoli pada suatu pasar tertentu, atau
merugikan, menghacnurkan, atau

1159

20). Ralph C. Hoeber, et.al., op. cit., him
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mencegah persaingan dengan orang baik
yang memberi maupun atau dikeiahui
menerima keuntungan dari diskriminasi
tersebut.

Salah satu pasal FTC yang berkaitan
dengan antitrust adalah pasal 5 : unfair
methodes of competation in or afeecting
comerce, and unfair or decective acts or
practices in or affecting commerce are
herby declared unlawful.

Federal Trade Commission dan

Depertement of Justice secara terpisah
memilikl wewenang menerapkan Qayton
Act. Pelanggaran ketentuan -ketentuan
Sherman .Act dianggap juga sebagai
pelanggaran pasal 5 FTC.

Hukum Antitrust ini di amerika

Senkatdinilaipentingsekaliuntukmenjaga
aturan main pasar bebas. la menjaga pro
cedural fairness, sehingga pihak yang
menjadi besar hanya dapat menguasai
pasamya dengan jerih payahnya sendiri."

F. Landasan Pengaturan UU Anti
Monopoli dl Indonesia

Setelah mengkaji beberapa perilaku
atau sepak teijang konglomerat di Indone
sia, dengan kemampuannya yang begitu
besar menguasai pasar, praktek trust yang
mengarah pada kecenderungan
monoplistik, bisa merugikan pihak lain,
terutama pesaing-pesaingnya. Tentu
keadaan ini dapat menimbulkan iklim
persaingan yang tidak sehat, yang pada
gilirannya dapat menutup kesempatan
periisahaanlaihiihtukbeikompetisi dipasar.
Apalagi bagi perusahaan kecil, hal ini dapat
mengakibatkan bubamya perusahaan
mereka.

Oleh karena itu banyak pakar yang
menyatakan, bahwa kini sudah saatnya
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Indonesia memiliki UU Antitrust dan UU

Perusahaan Kecil, juga UU tentang
Persaingan Curang. Kebutuhan akan
perangkat hukum yang demikian sudah

^makin terasa, hukum ekonomi Indonesia
belumberidprah.Perangkathukumdagang

.koriv'esional yang terdapat dalam KUHD
karena dimensi waktu, tentu tidak dapat
menyelesaikan persoalan ini. Di sini
terdapat kekosongan hukum,

UU Antitrust diperlukah untuk
raendorong adanya persaingan yang sehat
atau wajar, dan mencegah atau setidaknya
mengurangi monopoli. Pembangunan
ekonomi selain memerlukan pertumbuh^
bisnis, juga hams memberikan pemerataan
kesempatan bemsaha secara fair. Untuk
itulah hamsdiberikan-landasan, dasaryang
mulus kepada prakarsea dari penguasaan
kecil diberikan kebebasan dan fasilitas

dalam kerangka UU Pemsahaan kecil.
Paralel dengan ini, keserakahan
konglomerat raksasa hams direm dan
dibatasi, agar tidak menjadi tembok
penghalang (entri barrier) bagi pengusaha
kecil."

Sebenamya, Bilamana Indonesia
hendak mengatur persoalan konglomerat,
antitrust, persaingan yang sehat, dan
perlindungan pengusaha kecil sudah
memiliki landasan hukum yang sangatkuaL
Inonesia memiliki idelogi Pancasila, yang
penuhdengan ide keadilansosial. Demikian
juga UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945
menyebut:

21). Fradc Taira Supit, op.cit, him 4....
22). Id., him 5
23). Kwik Kian Gie dan B.N. Marbun,

Konglomerat Indonesia:.Permasalahan dan Sepak
terjangnya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990,
him 22



(1). Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan atas asas

kekluargaan;
(2). Cabang-cabangproduksiyangpenting

bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh
negara;

(3). Bumi air dan kekayaan alam yang
teikandungdi dalamnyadikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besamyakemakmuran rakyaL

Ketentuan ini kemudian dijabarkan
dalam Garis-garis Besar Haluan Negara
(GBHN). Dalam kaidah Penuntun
Pembangunan Nasionaldisebutkan, bahwa
Demokrasi ekonomi yang dijadikan dasar
pelaksanaan pembangunan memiliki ciri
(GBHNTahun 1993-1988):
a. Perekonomian disusun sebagai us^a

bersama beradasar atas asas

kekeluargaan.
b. Cabang-cabangproduksi yangpenting

bagi negara danmenguasai hajathidup
orang banyak dikuasai oleh negara.

c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya sebagai
pokok-pokok kemakmuran rakyat
dikuasaiolehnegara dandipeigunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat.

Kemudian dalam Demokrasi

Ekonomi yang berdasar' Pancasila harus
dihindarkan hal-hal sebagai berikut:
a. Sistem free fight liberalims yang

menumbuhkan eksploitasi terhadap
manusia dan bangsa yang dalam
sejarahnya di Inonesia telah
menimbulkan dan mempertahankan
kelemahan struktural ekonomi

nasional dan posisi Indonesia dalam

perekonomian dunia.
b. Sistem etatisme dalam arti bahwa

negara beserta aparatur ekonomi
negara bersifat dominan. Mendesak
dan mematikan potensi serta daya
kreasi unit-unltekonomi diluarsektor

negara.

c. Pcrsaingantidaksehatsertapemusatan
kekuatan ekonomi pada suatu
kelompok dalam berbagai bentuk
monopoli dan monopsi yang
merugikan masyarakat dan
bertentangandengan cita-citakeadilan
sosial.

Ketentuan yang senada sudah berulangkali
dimuat dalam GBHN-GBHN terdahulu.

Jadi sebenarnya Majelis
Persyawaratan Rakyat (MPR) telah lama
menyadari kemungkinan-kemungkinan
adanya praktek yang tidak sehat dalam
perdagangan, untuk itu sift-sifat negatif itu
harus dihindari dalam sistem demokrasi

Pancasila. akan tetapi, yang menjadi
persoalan mendasar dewasa ini adalah
mengapa pemeiintah sudah sekian lama
tidak berusaha melengkapi atau
mengimplementasikansecaralugasfilsafat
atau etika moral Demokrasi Pancasila

tersebu tke dalam perangkatUU yang dapat
mencerminkan jiwa dan semangat
keseimbangan antara individu dan
masyarakat.

Justeru di negara-negara yang kita
anggap kapitalis, seperti negara-negara
Eropa Barat dan Amerika Serikat,
menerapkan asas keseimbangan tersebut
secara positif. Menurut Christianto
Wibisono negara-negara negara-negara
maju menerapkan ekonomiPasar
Tericendali danTerarah. Memang kekuatan
pasar, individu dan bisnis diberi hak dan
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Icesempatan seluas:lusanya untukmenjadi
kaya, besar dan raksasa. Akan tetapi pada
saat mencaplok dan menutupjalan hidup
perusahaan lain dan mendikte masyarakat
dengan monopolistik, saat itulah sistem
politik-ekonomi Barat melarang
penyalahgunaan kebesaran dan prestasi
yang telah didapat perusahaan itu.^ (Kwik
KianGie eualL,op.dr.,hal23). Olehkarena
itu, sering terdengar omongan lepas yang
menyatakan, bahwa negara-negara maju
dalam bidang perekonomiannya lebih
Pancasilais daripada Indonesia sendirir^

Tentu sinyalemen itu kurang
menyenangkan, tetapi memang itu
kelemahan Indonesia. Untuk itulah

memasuki eraPJPT II ini, pemerintah perlu
memikiikan pcngimplementasian amanat
Pancasila,UUD1945,danGBHNkedalam
perangkathukumyanglebihkongkret,yaitu
UU Antitrust (UU Anti Monopoli) dan UU
(Perlindungan) Perusahaan Kecil.

Dalam pcnyusunanperangkathukum
UU Antitrust, Indonesia harus banyak
belajar dari ketentuan UU Antitrust yang
ada di Amerika Serikat seperti yang telah
diuraikan di atas. Tidak hanya dari segi
pengaturannya, Indonesiajugaperlu belajar
dari Amerika Serikatmengenai Penegakan
hukumnya.

Demikian juga dalam penyusunan
UUPerusahaan Kecil, Indonesiaperlujuga
belajar dari Amerika, karena Amerika
Serikat telah lama memiliki SmallBusiness

Acty ataudenganJcpang yangtelah memiliki
Small and Medium Business Act.

G. RUU Persaingan Usaha
Beberapa waktu yang lalu Menteri

Perdagangan Satrio Billy Joedono dalam
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PenataranP 4 di Istana Bogor mengatakan.
bahwa Pemerintah, dalam hal ini
Departemen Perdagangan saat sedang
menyiapkan Rancangan Undang-Undang
(RUU) Anti Monopoli. Diharapkan pada
tahun 1996 RUU tersebut sudah dapat
diajukankepadaDewanPerwakilanRakyat
(DPR). ^ PemyataanMenteriPerdagangan
tersebut terasa menjadi "angin segar" bagi
dunia usaha di tengah-tengah maraknya
industri yang bersifat monopolistik dan
oligopolistikm yang banyak dipraktekkan
konglomerat Indonesia.

Dalam kesempatan itu Menteri
Perdagangan mengingatkan agar
masyarakat tidak menyamakan RUU yang
sedang digarap pemerintah itu dengan UU
Anti Monopoli di negara-negara Barat.
Perangkat yang disapkan itu dikaitkan
dengan RUU Persaingan Usaha dan RUU
Perlindungan Konsumea ^

Namun apapun namanya UU itu,
UU tersebut substansi tetap ditujukan
mcndorong dan menegakkan persaingan
yang sehat dan wajar di lingkungan dunia
usaha secara bebas dan terbuka dengan
jalan meniadakan:
1. Perjanjian-perjanjian dan bentuk-

bentuk lain yang dilakukan
perusahaan;

2. penyalahgunaanposisiyangdominan
oleh perusahaan dalam kegiatan-
perdagangan di seluruh wilayah Bi-
donesia; yang dapat membatasi
produksi barang atau jasa , atau
menaikkan harga barang atau jasa

24). Id., him 23.
25). Lihat Majalah Berita mingguan Gatra,

Edisi: 25 Maret 1995. him 88
26). Ibid.



dengan carasedemikian nipa sehingga
bertentangan dengan terpeliharanya
kondisi persaingan.

Selain harus mengatur larangan
mengenai peijanjian-peijanjian yang dapat
membatasi persaingan, penyalahgunaan
posisi yang dominan, praktek usaha yang
tidak jujur, merjer dan akuisisi, dan
perangkapan jabatan dalam berbagai
perusahaan yang dapat mengakibatkan
terganggunya persaingan, dalam UU ini
harusnya diatur pula larangan atas suatu
bentuk kondisi yang mirip dengan
monopoli, yaitu adanya larangan bagi
pendatang baru (new entrance) ke dalam
bidang usaha yang memproduksi dan
mendistribusi barang atau jasa tertentu.

Selain itu, di dalam UU Persaingan
Usaha harus juga diatur beberapa
pengecualian. Tidak semua monopoli itu
terlarang ataujahat, adakalanyapemerintah
harus memberikan monopoli kepada Badan
Usaha Milik Negara dengan alasan bidang
usaha yang digarapnya itu menguasai hajat
hidup orang banyak, namun dalam
pemberian hak monopoli tersebut harus
ada transparansi dan dinyatakan dengan
UU.Terkadangjugakeadaan monopolistik
teijadi tanpa pemberian hak monopoli dari
pemerintah, melainkan karena tidak ada
perusahaan yang berani membuat pabrik
bahan baku yang bersangkutan karena
investasinya terlalu besar, maka ia
mendapalkan kedudukan monopoli secara
natural. Namun dalam keadaan demikian,
menurut Kwik Kian Gie di sini perlu
dihindari adanya perbedaan perlakitan-
tediadapsesamaanggotagrupbisnis dengan
perusahaan lain di luaranggota grup bisnis
berkaitan dengan harga dan persyaratan
dalam penjual bahan baku tersebut "

Demikianjugadalammasalahkartel.
Kartel yang dilarang adalah kartel opcnsif.
Di dalam kartel yang demikian ini para
pengusahasejenismembuatpeij anjian atau
kesepakatanuntukmenyatukanperil^nya
sedemikian rupa, sehingga mereka teitiadap
konsumen berhadapan sebagai satu
kesatuan, yang dampaknya adalah seperti
memegang monopoli. ^ Namun dalam hal
terjadi kartel defensif, pemerintah justeru
harusmemberikandukungan. Kesepakatan
untuk membatasi persaingan tidak
selamanyajelekuntukmaksud memperoleh
keuntungan yang sebesar-besamya atas
biaya konsumen. Pengaturan persaing^
terkadang dapat juga diadakan untuk
menghindarkan diri dari cara-cara bersaing
yang sudahmenjurus kepadapenghancuran
diri, karena teijadi perang harga dengan
yang lebih rendah dari harga pokok (cut
throat competalion).^^

H. Penutup
Sembari menggodok dan

menyiapkan RUU Persaingan Usaha
tersebut di atas, pada saat yang sama
pemerintah seharusnya juga
mempersiapkan pcmbentukan Komisi
Perdagangan Nasional semacam FTC di
Ameiika SerikaL Hal ini artinya, karena
apabila RUU dimaksud telah menjadi UU,
maka pada itu pula pemerintah sudah siap
dengan perangkatkeras danlimak. Dengan,
demikian itu dapat dihindari kondisi dimana
UU sudah ada, tetapi pembentukan komisi

242.

27). Kwik Kian Gie, op. cil.,Analisis...., him

28). Id., him 273
29). Ibid.
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yangdapatmclakukantindakanpencgakkan
hukum UU tersebutlamabelum terbentuk,
sehinggadapatmengurangi artipentingnya
UU tersebutdalam persaingan dunia usaha.
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